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ABSTRAK 

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran penting 

dan strategis dalam penurunan angka kematian ibu. Pencegahan kematian dan 

kesakitan ibu merupakan alasan utama diperlukannya pelayanan keluarga 

berencana. Bidan dapat menerima pelimpahan wewenang dari dokter untuk 

melakukan tindakan medis dalam pelayanan keluarga berencana. Namun, 

permasalahan hukum dapat timbul jika tindakan medis yang dilakukan oleh bidan  

sebagai pelimpahan wewenang dilaksanakan tidak sesuai dengan standar prosedur 

operasional akibat dari tidak ada pengawasan dari dokter, yang dapat menimbulkan  

kerugian kesehatan bagi pengguna pelayanan keluarga berencana.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi bidan  

yang melakukan tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang dalam pelayanan 

keluarga berencana serta mengkaji faktor penghambat dan pendukung perlindungan 

hukum bagi bidan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data 

primer yang diperoleh dari wawancara terhadap narasumber dan responden, 

sedangkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. 

Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Analisa data secara 

kualitatif dan disajikan dengan narasi, tabel dan gambar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi bidan yang 

melakukan tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang dalam pelayanan 

keluarga berencana di Puskesmas Kabupaten Kendal sudah dilaksanakan, semua 

bidan sudah mendapatkan perlindungan preventif berupa STRB, SIPB, sertifikat 

CTU, SPO, dan surat pelimpahan wewenang. Namun, surat pelimpahan wewenang 

yang diberikan kepada bidan belum sesuai dengan prosedur karena 100 % surat 

pelimpahan wewenang tidak ada masa berlakunya dan 30 % surat pelimpahan 

wewenang yang tidak tersosialisasikan dan terdistribusikan. Faktor penghambat 

perlindungan hukum yaitu dari sisi yuridis dan sisi teknis. Faktor pendukung 

perlindungan hukum yaitu dari sisi teknis dan sisi sosiologis. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Bidan, Pelimpahan Wewenang, Tindakan 

Medis Pelayanan Keluarga Berencana, Puskesmas 
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ABSTRACT 

 

Midwives are one of the health workers who have an important and 

strategic role in reducing maternal mortality. Prevention of maternal mortality and 

morbidity is the main reason for the need for family planning services. Midwives 

can receive delegation of authority from doctors to perform medical actions in 

family planning services. However, legal problems can arise if the medical action 

taken by the midwife as a delegation of authority is carried out not in accordance 

with standard operating procedures as a result of the absence of supervision from a 

doctor, which can cause health losses for users of family planning services 

This study aims to determine the legal protection for midwives who perform 

medical actions as a delegation of authority in family planning services and to 

examine the inhibiting and supporting factors of legal protection for midwives. This 

study uses a sociological juridical approach with analytical descriptive 

specifications. The data used is primary data obtained from interviews with 

informants and respondents, while secondary data is from legislation, books and 

journals. The sampling method used is purposive sampling. Data analysis 

qualitatively and presented with narration, tables and pictures. 

 

The results showed that the legal protection for midwives who took medical action 

as a delegation of authority in family planning services at the Kendal Public Health 

Center had been implemented, all midwives have received preventive protection in 

the form of STRB, SIPB, CTU certificate, SPO, and a letter of delegation of 

authority. However, the letter of delegation of authority given to the midwife was 

not in accordance with the procedure because 100% of the letter of delegation of 

authority had no validity period and 30% of the letter of delegation of authority was 

not socialized and distributed. The inhibiting factors for legal protection are from 

the juridical side and the technical side. The supporting factors for legal protection 

are from the technical side and the sociological ide. 

 

Keywords: Legal Protection, Midwife, Delegation of Authority, Medical Actions 

for Family Planning Services, Public Health Center 


